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	LAMPIRAN 

	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

	NOMOR  2  TAHUN 2013

	TENTANG
	

	PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH


I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menyiapkan aparatur yang kompeten dalam melaksanakan setiap fungsi kerja pada bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota melalui sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah atau Sisdiklatkemdagripemda merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pendidikan dan pelatihan untuk mencapai peningkatan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Komponen-komponen tersebut meliputi:
A. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia Pemerintahan Dalam Negeri;

B. Standar  Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;

C. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi; 

D. Uji Kompetensi dan Sertifikasi berbasis kompetensi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pemerintahan Dalam Negeri,  yang selanjutnya disingkat KKNIPDN, merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, dan bidang pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SK3APDN adalah rumusan kemampuan kerja aparatur yang mencakup aspek  pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara professional di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri. SK3APDN dinyatakan dalam bentuk pernyataan hasil di tempat kerja dengan mendefinisikan pengetahuan, ketrampilan dan/atau sikap kerja dan penerapan yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan pada bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.
Kesenjangan penguasaan kompetensi oleh para aparatur akan ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja. Diklat ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Untuk memastikan penguasaan kompetensi, dilaksanakan uji kompetensi kerja sebagai dasar pemberian sertifikat kompetensi kerja. Proses ini disebut sertifikasi kompetensi kerja, yang merupakan  proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar internasional.

II. DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNIPDN
	JENJANG KUALIFIKASI
	URAIAN

	Deskripsi Umum
	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam

menyelesaikan tugasnya.

c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

	1
	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan  menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab  atasannya.

	
	Memiliki pengetahuan faktual.

	
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. 

	2
	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat,  dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.

	
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. 

	
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

	3


	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang

	
	terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

	
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

	
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

	
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

	4
	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

	
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.

	
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

	
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

	5 
	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

	
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

	
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

	
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

	6
	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

	
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural

	
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

	
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

	7
	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

	
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

	
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

	8
	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

	
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

	
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

	9
	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

	
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

	
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional


III. STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (SK3APDN)  

A. Prinsip-prinsip Penyusunan SK3APDN 
Penyusunan SK3APDN diarahkan pada tersedianya standar kompetensi kerja untuk bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip: 
1. 
Relevan dalam arti sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Valid dalam arti mengacu kepada acuan dan/atau pembanding yang sah; 

3. Aseptabel dalam arti dapat diterima oleh para pemangku kepentingan;

4. Fleksibel dalam arti dapat diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;

5. Mampu telusur dalam arti dapat dibandingkan dan/atau dilakukan kesetaraan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

B. Metode Perumusan SK3APDN 
Penyusunan SK3APDN dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Riset dan/atau penyusunan standar baru. Metode ini dilaksanakan dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai ketentuan dan tatacara pelaksanaan tugas dan fungsi bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan guna menemukan unit-unit kompetensi berupa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan yang kemudian dirumuskan ke dalam rancangan Standar Kompetensi Kerja.

2. Adaptasi standar kompetensi yang ada. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengambil dan menyesuaikan bagian–bagian standar dari standar internasional, standar nasional atau standar khusus lainnya yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan. 

3. Adopsi standar kompetensi yang ada. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengambil dokumen normatif standar yang sudah ada baik standar nasional, internasional maupun standar khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan, baik mengambil seluruhnya maupun dengan penyesuaian berbagai aspek teknisnya.  Metode ini dapat dibagi dalam dua model, yakni:
a. Adopsi identik yaitu mengambil semua substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis dari standar kompetensi yang sudah ada untuk menjadi SK3APDN;
b. Adopsi modifikasi yaitu melakukan penyesuaian substansi teknis, struktur dan kata-kata dari standar yang ada, dengan tetap mempertahankan substansi dan struktur standar yang ada untuk jaminan transparansi dan ketelusuran.
C. Perencanaan Penyusunan SK3APDN 
Inisiasi Penyusunan SK3APDN dilakukan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan, usulan dari penyelenggara pemerintahan, rekomendasi dan/atau permintaan perbaikan berdasarkan hasil kaji ulang SK3APDN;


D. Tim Penyusun SK3APDN

1. Tim Penyusun SK3APDN, terdiri dari:
a. Komisi Standardisasi Kompetensi
1) Dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Bidang, Sub Bidang dan Sub Sub Bidang Urusan Pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 
2) Pembentukan Komisi Standardisasi Kompetensi dilakukan oleh pejabat eselon I atas nama Menteri yang keanggotaannya terdiri atas unsur Badan Diklat, Komponen penanggung  jawab urusan pemerintahan, pengguna terkait, pakar, praktisi dan/atau tenaga ahli sesuai bidang urusan pemerintahan.
3) Ketua Komisi Standardisasi Kompetensi membentuk Tim Perumus SK3APDN dan Tim Verifikasi SK3APDN.
4) Susunan Keanggotaan Komisi Standardisasi Kompetensi terdiri atas:
a) Seorang Pembina
b) Seorang Pengarah

c) Seorang Ketua 

d) Seorang Wakil Ketua

e) Seorang Sekretaris merangkap anggota

f) Paling kurang 7 (tujuh) orang Anggota termasuk Sekretaris.

5) Tugas Komisi Standardisasi Kompetensi adalah:

a) menentukan prioritas bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan dan/atau jabatan yang akan disusun SK3APN-nya.

b) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada tim perumus dan verifikasi SK3APDN.

c) mengusulkan penetapan Rancangan SK3APDN kepada Menteri.

b. Tim Perumus SK3APDN:

1) Tim perumus terdiri dari:

a) Ahli Substansi; yaitu Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Pejabat Fungsional Angka Kredit dan atau Pejabat Struktural yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan bidang, sub bidang dan sub-sub bidang yang akan disusun SK3APDN-nya.

b) Ahli Perumusan Standar yang mempunyai kualifikasi sebagai Perumus Standar Kompetensi;
2) Susunan Keanggotaan Tim Perumus SK3APDN terdiri atas:

a) Seorang Ketua merangkap anggota

b) Seorang Sekretaris merangkap anggota

c) Paling kurang 7 (tujuh) orang Anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.

3) Tugas Tim Perumus SK3APDN adalah:

a) melaksanakan perumusan SK3APDN;

b) menyampaikan hasil rumusan SK3APDN kepada Ketua Komisi Standardisasi.

c) menyempurnakan Rancangan SK3APDN berdasarkan masukan dari tim Verifikasi SK3APDN.

c. 
Tim Verifikasi SK3APDN:

1) Tim verifikasi beranggotakan Ahli Verifikasi Standar Kompetensi yang mempunyai kualifikasi sebagai Verifikator Standar Kompetensi;
2) Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi SK3APDN terdiri atas:

a) Seorang Ketua merangkap anggota

b) Seorang Sekretaris merangkap anggota

c) Paling kurang 5 (lima) orang Anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.

3) Tugas Tim Verifikasi SK3APDN adalah:

a) melaksanakan verifikasi SK3APDN;

b) menyampaikan hasil verifikasi SK3APDN kepada Ketua Komisi Standardisasi.

E. PROSEDUR PENYUSUNAN SK3APDN  

Proses perumusan SK3APDN, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Pemetaan fungsi kerja dan Penyusunan Peta Kompetensi 
a. Tentukan ruang lingkup dan tujuan pengembangan SK3APDN yang akan dilaksanakan;
b. Lakukan kajian awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan sesuai ruang lingkup SK3APDN yang akan disusun. Kajian awal dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
1) Melaksanakan Diskusi awal/Forum Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan;

2) Mendalami Regulasi teknis terkait;

3) Mempelajari Standar dan pedoman yang terkait;

4) Mempelajari literatur; dan

5) Melakukan survei/interview.

c. Laksanakan pemetaan fungsi kerja untuk menemukan unit-unit kompetensi yang akan disusun standar kompetensinya dengan menggunakan metode analisis fungsi kerja berdasarkan RMCS yang  dioperasionalisasikan melalui metode analisis tulang ikan (fishbone). Pemetaan dimaksudkan untuk menemukan semua pekerjaan yang harus dilaksanakan yang dirinci menjadi fungsi organisasi, fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar, elemen, dan kriteria unjuk kerja. Uraian fungsi itu adalah sebagai berikut:

1) fungsi organisasi identik dengan tugas dan fungsi unit Eselon II atau jabatan lain yang setara;

2) fungsi kunci (key function), identik dengan eselon 3 atau jabatan lain yang setara;

3) fungsi utama (major function), identik dengan jabatan eselon 4 atau jabatan lain yang setara;

4) fungsi dasar/ judul unit kompetensi (basic function) identik dengan pekerjaan jabatan fungsional umum (JFU) atau jabatan lain yang setara;

5) elemen adalah tugas-tugas atau langkah-langkah dalam menyelesaikan pekerjaan; dan

6) kriteria Unjuk Kerja (KUK) adalah tahapan dari setiap langkah kerja, identik dengan instruksi kerja.

d. Laksanakan analisis lanjutan terhadap fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja untuk menemukan: 

1) area kerja kritis dan spesifik atau ruang lingkup pekerjaan;

2) cakupan aktivitas kerja;

3) kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan; dan

4) kualitas pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan  termasuk standar perilaku (behaviour), nilai-nilai (values)  dan norma (beliefs).
e. Susun hasil kajian awal dan pemetaan fungsi kerja dalam bentuk “laporan kajian awal dan pemetaan kompetensi” dengan sistematika sebagai berikut:
1) pendahuluan

2) ruang Lingkup Kajian

3) metode yang digunakan

4) hasil Kajian Awal: 

a) ruang lingkup SK3APDN yang akan disusun;

b) kerangka konsep SK3APDN yang akan disusun berdasarkan kajian teoritis; 

c) kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait;

d) standar dan pedoman yang terkait;

5) Hasil Pemetaan Fungsi Kerja:
a) peta fungsi berdasarkan analisis tulang ikan (fish bone);

b) uraian semua pekerjaan yang harus dilaksanakan yang telah dipilah berdasarkan fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar, elemen, dan kriteria unjuk kerja;

c) area kerja kritis dan spesifik atau ruang lingkup pekerjaan beserta cakupan aktivitas kerja;

d) kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang diharapkan; dan

e) kualitas pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan  termasuk standar perilaku (behaviour), nilai-nilai (values)  dan norma (beliefs).
6) Penutup.

2. Memformulasikan Rancangan SK3APDN  

a. Kembangkan rancangan standar kompetensi berdasarkan laporan kajian awal dan pemetaan kompetensi sesuai dengan pedoman yang relevan.
b. Tuliskan rancangan standar kompetensi dalam tulisan yang tepat dan akurat.

c. Lengkapi seluruh bagian dari format dan struktur standar kompetensi, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Kode Unit, sebagai nomor spesifik untuk memudahkan kemampuan telusur setiap unit SK3APDN. Kode unit kompetensi ditulis dengan format sebagai berikut:
	X
	X
	X
	.
	X
	X
	
	0
	0
	.
	0
	0
	0
	.
	0
	0

	( 1 )
	
	( 2 )
	
	( 3 )
	
	( 4 )
	
	( 5 )



         Bidang
         sub Bidang     nomor urut unit
  versi

Kode unit tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Tiga huruf pertama (XXX), sebagai inisial Bidang Urusan Pemerintahan;

b) Dua huruf kedua (XX), sebagai inisial Sub Bidang Urusan Pemerintahan;

c) Dua angka ketiga (00),  sebagai inisial kelompok unit kompetensi dengan rincian: (1) kompetensi umum dengan kode 01,  (2) kompetensi inti, dengan kode 02 dan (3) kompetensi umum dengan kode 03. 

d) Tiga angka keempat (000), sebagai nomor urut unit kompetensi.

e) Dua angka kelima (00),  menunjukkan versi unit kompetensi dari sejak dirumuskan dan perbaikan-perbaikannya.

2) Judul Unit kompetensi, merupakan fungsi dasar terkecil untuk menghasilkan satu output/pelayanan dari bidang, sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. 

3) Deskripsi unit merupakan penjelasan singkat isi dari judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.

4) Elemen kompetensi merupakan bagian dari unit kompetensi yang menguraikan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi. Elemen kompetensi ini ditulis dengan kalimat aktif yang mencerminkan unsur merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporan.
5) Kriteria Unjuk Kerja (KUK) merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk mencapai hasil kerja/proses kerja pada setiap elemen kompetensi. KUK harus memenuhi unsur-unsur:

a) mampu telusur terhadap regulasi teknis  dan atau instruksi kerja dalam SOP organisasi pengguna;

b) dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif yang mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja;

c) pemilihan kosakata dalam menulis KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi; dan

d) istilah dan/atau frase yang berkaitan dengan persyaratan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap diidentifikasi dengan huruf cetak miring.

6) Batasan Variabel, menjelaskan ruang lingkup dan situasi dan kondisi penerapan kriteria unjuk kerja, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
a) konteks variabel untuk mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Konteks variabel diidentifikasi dari KUK yang bercetak miring;

b) perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan unit kompetensi, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi;

c) tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan

d) peraturan-peraturan yang terkait sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7) Panduan Penilaian, digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi, meliputi:

a) hal-hal yang diperlukan dalam penilaian, antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain;

b) kondisi pengujian, sebagai suatu kondisi yang berpengaruh atas pelaksanaan pengujian kompetensi kerja, dimana, apa, bagaimana dan lingkup penilaian yang harus dilakukan.

c) pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu;

d) aspek kritis merupakan kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8) Kompetensi kunci, merupakan persyaratan kemampuan umum yang diperlukan agar criteria unjuk kerja dapat dicapai pada tingkatan kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas pada unit kompetensi tertentu.  Kompetensi kunci meliputi kemampuan:

a) mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi; berupa kemampuan untuk mencari, mengelola, dan memilah informasi secara teratur untuk memilih apa yang dibutuhkan, mengevaluasi informasi yang diperoleh beserta sumber-sumbernya dan selanjutnya menyajikannya dengan tepat. 

b) mengkomunikasikan informasi dan ide-ide; berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan pidato, tulisan, grafik dan cara-cara non verbal lainnya.

c) Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas, berupa kemampuan merencanakan dan mengelola sendiri aktifitas kerja, termasuk penggunaan waktu dan sumber daya dengan sebaik- baiknya serta menentukan prioritas dan memantau sendiri pekerjaan dilakukan. 

d) Bekerja dengan orang lain dan kelompok, berupa kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain baik secara pribadi atau kelompok termasuk bekerja dengan baik sebagai anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

e) Menggunakan ide dan teknik matematika, berupa kemampuan memakai ide-ide matematika, seperti angka ruang, serta teknik matematika seperti perhitungan dan perkiraan untuk tujuan-tujuan praktis, seperti  mengecek perhitungan, menggunakan tabel, rumus, dll

f) Memecahkan masalah, berupa kemampuan menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan arah yang jelas, baik masalah dan penyelesaian yang diinginkan jelas terlihat maupun dalam situasi yang memerlukan pemikiran yang mendalam serta pendekatan yang kreatif untuk memperoleh hasil. 

g) Menggunakan teknologi, sebagai kemampuan untuk menggunakan tehnologi dan mengoperasikan alat-alat tehnologi dengan pemahaman prinsip-prinsip ilmu teknologi yang cukup untuk mencoba dan beradaptasi dengan sistem. 
Masing-masing dari ketujuh kompetensi kunci tersebut, memiliki tingkatan dalam tiga katagori, yaitu 1 – 3, dengan tingkat gradasi sebagaimana tabel 1 berikut: 
Tabel 1 

GRADASI KOMPETENSI KUNCI

	Kompetensi kunci
	TINGKAT 1

Melakukan kegiatan
	TINGKAT 2

“Mengelola Kegiatan”
	TINGKAT 3 “Mengeva-luasi dan Memodifikasi Proses”

	1. Mengumpul-kan, meng-analisa dan mengor-ganisasikan informasi
	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi 
	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber Informasi
	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi

	2. Mengko-munikasikan informasi dan ide-ide
	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipa-si Kontek komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomuni-kasi.
	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.
	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya/ cara berko-munikasi.

	3. Merenca-nakan dan mengorgani-sasikan kegiatan
	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi
	Mengkoordi-nir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja
	Menggabung-kan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.

	4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok
	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/ aktivas rutin
	Melaksana-kan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan
	Bekerjasama untuk menyelesai-kan kegiatan-kegiatan yang bersifat komplek.

	5. Mengguna-kan gagasan secara matematis dan teknis
	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan
	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesai-kan tugas-tugas yang komplek
	Bekerjasama dalam menyelesai-kan tugas yang lebih komplek dengan menggunakan teknik dan matematis

	6. Memecahkan masalah
	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervise
	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan
	Memecahkan masalah yang komplek dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis

	7. Mengguna-kan teknologi
	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan 
	Menggunakan teknologi untuk mengkons-truksi, mengorgani-sasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain
	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, meng-gabungkan, memodifikasi dan mengembang-kan produk barang atau jasa


Tabel gradasi kompetensi kunci di atas, digunakan sebagai pedoman penetapan tingkat/derajat kemudahan atau kesulitan dari unit kompetensi dengan cara menganalisis tingkatan ketujuh kompetensi kunci pada setiap unit kompetensi. Hasil penjumlahan tingkat kompetensi di atas, dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) katagori, yaitu:
(1) Operator, dengan nilai : 5 – 8;

(2) Penyelia, dengan nilai : 9 – 16; dan

(3) Ahli, dengan nilai di atas 17

Tingkat kompetensi kunci sebagaimana di atas, menjadi acuan dalam pengembangan materi diklat, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
Keseluruhan bagian dari unit SK3APDN   sebagaimana diuraikan di atas, dituliskan dalam sebuah Format standar SK3APDN, sebagaimana butir VII.1.

d. Susun unit–unit SK3APDN sebagaimana langkah 3 di atas kedalam Rancangan SK3APDN (RSK3APDN) yang gterdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: 
1) Bagian 1 adalah Bab I, merupakan Bab Pendahuluan;

2) Bagian 2 adalah Bab II, merupakan batang tubuh Standar Kompetensi; dan

3) Bagian 3 adalah Bab III, merupakan bagian bab penutup dan daftar referensi yang digunakan.

e. Konfirmasikan RSK3APDN yang telah disusun kepada Tim Verifikasi untuk memperoleh masukan dan perbaikan.



3. Memverifikasi RSK3APDN 

a. Tugaskan Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi RSK3APDN, dengan surat perintah tugas ketua komisi standardisasi kompetensi;

b. Verifikasi RSK3APDN dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
1) ketelusuran dan kesesuaian substansi RSK3APDN dengan kebijakan dan pedoman yang berlaku;

2) kesesuaian unit kompetensi dengan tatacara formulasi SK3APDN sebagaimana butir 2 di atas;

3) kesesuaian pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam RSK3APDN;
c. Laksanakan verifikasi RSK3APDN dengan menggunakan chek list peninjauan dan telaahan penialaian kesesuaian SK3APDN, sebagaimana butir VII.2.
d. Susun hasil verifikasi kedalam Laporan Ketidaksesuaian (LKS), yang dituangkan dalam kalimat dengan susunan PLOR, dimana: 
1) P=Problem/masalah berisi masalah yang dapat timbul jika terjadi ketidaksesuaian;

2) L=Location/lokasi berisi lokasi (tempat) dimana ketidaksesuaian terjadi;

3) O=Objective evidence/bukti  berisi bukti ketidaksesuaian yang terjadi; dan

4) R=Reference/referensi berisi standar, regulasi teknis, ataupun pedoman yang digunakan ketika personil yang melakukan validasi menyatakan adanya ketidaksesuaian pada rancangan standar kompetensi.

4. Memvalidasi RSK3APDN  

a. Laksanakan verifikasi I untuk menelaah kesesuaian RSK3APDN   dengan standar dan regulasi yang berlaku dan sekaligus memvalidasi kesesuaian penulisan format unit kompetensi, dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Undang para pemangku kepentingan untuk membahas RSK3APDN guna mendapatkan saran dan masukan bagi penyempurnaan RSK3APDN. 

2) Saran dan masukan disampaikan dalam bentuk Laporan Ketidaksesuaian (LKS) hasil verifikasi I dengan susunan sebagaimana butir 3.d di atas.

3) Kumpulkan dan analisis masukan untuk memodifikasi, memperbaiki dan menyempurnakan RSK3APDN.

4) Sempurnakan RSK3APDN berdasarkan hasil verifikasi I,  menjadi RSK3APDN I sebagai bahan Pra Konvensi.

b. Laksanakan Pra konvensi RSK3APDN I untuk mendapatkan kesepakatan para pemangku kepentingan terhadap RSK3APDN I. Pra Konvensi RSK3APDN I, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1) Identifikasi pemangku kepentingan sesuai dengan ruang lingkup RSK3APDN, yang antara lain meliputi perwakilan Pemerintah Daerah, Komponen Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga yang membidangi pembinaan aparatur, Kementerian yang membidangi tenaga kerja, Lembaga yang berwenang memberi sertifikasi, asosiasi profesi serta pemangku kepentingan lainnya. 

2) Undang para pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi tersebut dalam forum pra konvensi untuk membahas  RSK3APDN I.

3) Catat seluruh masukan dan saran dari peserta pra konvensi RSK3APDN I dalam dokumen risalah pra konvensi; 

4) Buat berita acara konsensus RSK3APDN I, yang ditandatangani oleh perwakilan peserta.
5) Masukan dan saran peserta pra konvensi RSK3APDN I disampaikan kepada tim perumus standar untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan  dan menjadi RSK3APDN II.
c. Laksanakan verifikasi II terhadap RSK3APDN II,  guna memastikan semua masukan dalam pra konvensi telah disempurnakan. Hasil verifikasi II dipergunakan sebagai bahan konvensi dalam rangka pembakuan RSK3APDN.

d. Laksanakan konvensi untuk membakukan RSK3APDN menjadi SK3APDN. Konvensi RSK3APDN melibatkan perwakilan Pemerintah Daerah, Komponen Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Kementerian yang membidangi pembinaan aparatur, Kementerian yang membidangi Tenaga Kerja, Lembaga yang berwenang memberi sertifikasi, asosiasi profesi serta pemangku kepentingan lainnya. Forum konvensi menghasilkan RSK3APDN    yang baku dan disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan untuk ditetapkan menjadi SK3APDN.

e. Laksanakan finalisasi SK3APDN berdasarkan masukan dan saran dari forum konvensi dengan mengecek dan mengedit SK3APDN. Kegiatan ini dilaksanakan  oleh tim perumus standar guna:
1) memastikan semua perubahan telah dilakukan sesuai persyaratan; dan

2) mengedit kembali RSK3APDN final, yang meliputi tata bahasa dan tulisan tanpa mengubah substansi, yang meliputi:
a) Kesesuaian antara spesifikasi yang tertulis dengan masukan pemangku kepentingan;

b) konsistensi dan kejelasan bahasa agar tidak memberi makna ganda;

c) Kesesuaian sistematika urutan elemen;

d) Kelengkapan aspek teknis dan normatif dalam unit kompetensi;

e) Kesesuaian level yang diidentifikasi dengan level KKNIPDN; dan

f) Kesempurnaan dokumen untuk pengesahan.
f. Hasil verifikasi diidentifikasi sebagai RSK3APDN   final dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai SK3APDN.
5. Penetapan SK3APDN    

a. RSK3APDN   yang telah dibakukan melalui konvensi diusulkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku Ketua Komisi Standardisasi Kompetensi kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi SK3APDN.

b. Usulan penetapan SK3APDN dilengkapi dengan berita acara konvensi.

c. Penetapan RSK3APDN   menjadi SK3APDN   paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Komisi Standarisasi Kompetensi.

d. SK3APDN   yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

6. Kaji Ulang SK3APDN   

a. Kaji ulang SK3APDN dilaksanakan dalam rangka memelihara validitas dan reliabilitas SK3APDN yang telah diterapkan, yang meliputi aspek kesesuaiannya dengan: 

1) perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3) perubahan cara kerja; dan

4) perubahan lingkungan kerja dan persyaratan kerja.

b. Kaji ulang SK3APDN dilakukan atas dasar hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan. 

c. Kaji ulang SK3APDN juga dapat dilakukan dalam bentuk harmonisasi dengan standar kompetensi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Kaji ulang SK3APDN dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

e. Kaji ulang SK3APDN dilaksanakan oleh Komisi Standardisasi Kompetensi.

f. Hasil kaji ulang SK3APDN digunakan untuk keperluan perubahan SK3APDN. 

7. Harmonisasi  SK3APDN  
Harmonisasi SK3APDN dilakukan apabila ada kebutuhan untuk pengakuan kompetensi antar lembaga pemerintah atau dengan pihak luar negeri. Harmonisasi ini bisa dilakukan melalui model penyetaraan sertifikasi dan notifikasi.  

IV. SKEMA SERTIFIKASI  KOMPETENSI

Skema sertifikasi merupakan persyaratan dan ketentuan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan dengan menggunakan standar kompetensi, aturan khusus dan prosedur yang sama. 
Standar kompetensi yang dapat digunakan untuk pengembangan skema sertifikasi adalah SK3APDN, SKKNI,  Standar Internasional dan Standar Khusus lainnya berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Skema sertifikasi kompetensi dapat disusun dalam bentuk skema sertifkasi KKNIPDN, skema sertifikasi okupasi/jabatan secara nasional, skema sertifikasi kelompok pekerjaan/Klaster dan skema sertifikasi unit kompetensi tertentu, dan skema sertifikasi profisiensi/keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

A. Bentuk Skema Sertifikasi
Skema sertifikasi kompetensi dapat disusun dalam 5 (lima) bentuk sebagai berikut:
1. Skema sertifikasi KKNIPDN, merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, dan bidang dan pelatihan, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

2. Skema sertifikasi okupasi/Jabatan secara Nasional, merupakan kualifikasi nasional suatu jabatan yang dibutuhkan karena kekhususannya dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Kualifikasi Jabatan dapat berupa jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang serta dapat berintegrasi dengan KKNIPDN.

3. Skema sertifikasi kelompok pekerjaan/Klaster merupakan  skema sertifikasi yang berisi unit-unit kompetensi dari SK3APDN   yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi penyelenggara pemerintahan yang berlaku secara spesifik diluar sertifikasi KKNIPDN dan Okupasi/Jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku tertentu secara khusus.

4. Skema sertifikasi unit kompetensi, merupakan skema sertifikasi dengan lingkup unit-unit kompetensi dari SK3APDN   yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Skema sertifikasi profisiensi/keahlian tertentu, merupakan persyaratan sertifikasi  yang dilaksanakan melalui uji keberterimaan kompetensi yang ditempuh melalui ujian (examination) tertulis dengan materi yang diambil dari indikator kinerja utama suatu standar kompetensi. Hasil ujian dimaksud diperbandingkan dengan  besaran statistik (batas kelulusan) yang telah ditentukan sehingga dapat dipastikan kompetensi seorang aparatur masih terpelihara (in layer) atau tidak terpelihara (out layer). 

B. Struktur Skema Sertifikasi
Skema sertifikasi dikembangkan dengan struktur sebagai berikut:

1. Justifikasi sertifikasi bidang dan sub sub bidang urusan yang disusun skema sertifikasinya.

2. Tujuan, menguraikan tentang tujuan ditetapkannya skema sertifikasi kompetensi bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;

3. Ruang Lingkup, menjelaskan bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan skema sertifikasi kompetensinya;

4. Organisasi Pengusul, menjelaskan unit kerja atau komisi yang mengusulkan skema sertifikasi kompetensi;

5. Level kualifikasi, menjelaskan tentang paket-paket unit kompetensi yang harus dikuasai  agar memenuhi syarat memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan jenjang KKNIPDN, Okupasi atau Klaster Kompetensi; serta persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengikuti proses sertifikasi;

6. Permohonan sertifikasi; yang menjelaskan proses sertifikasi, persyaratan dasar peserta uji kompetensi, serta metode penilaian (assessment) dan Standar Kompetensi yang digunakan; 

7. Keputusan sertifikasi, menjelaskan tatacara pengambilan keputusan sertifikasi berdasarkan informasi yang diperoleh selama asesment; 

8. Program surveillance, untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 

9. Sertifikasi ulang, untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi kompetensi yang mutakhir  yang mencakup frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang;

10. Penggunaan sertifikat yang menjelaskan tentang jabatan kerja yang sesuai bagi pemegang sertifikat kompetensi.

C. Prosedur Pengembangan Skema Sertifikasi
1. Identifikasi Persyaratan terkait Pengembangan Skema Sertifikasi
a. Susun dan tetapkan tim pengembangan skema sertifikasi, dengan nama dan ruang lingkup tugas sebagai berikut:

1) Tim Pengembangan Skema Sertifikasi LSP–Pemda  untuk mengembangkan skema sertifikasi paket/klaster kompetensi dan skema sertifikasi unit kompetensi;

2) Tim Pengembangan Skema Sertifikasi Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan skema sertifikasi KKNIPDN dan Skema  Sertifikasi Okupasi/Jabatan nasional sesuai dengan bidang dan sub bidang urusan pemerintahan.

b. Buatkan peta standardisasi kompetensi berdasarkan RMCS bidang dan sub bidang urusan pemerintahan yang akan disusun skema sertifikasinya dengan menyusun fungsi tujuan bisnis/organisasi, fungsi kunci, dan fungsi utama. Selanjutnya buat peta fungsi dalam bentuk tabel peta standardisasi (fungsi tujuan bisnis/organisasi, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar).

c. Identifikasi Standar kompetensi yang relevan (SK3APDN, SKKNI, Standar Internasional maupun standar khusus ,lainnya) berdasarkan jenis fungsi dasar dalam peta untuk dikelompokan dalam skema sertifikasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Identifikasi bentuk skema sertifikasi bidang pemerintahan dalam negeri yang akan disusun, sebagai jawaban atas persyaratan spesifik yang ditetapkan pemerintah, tuntutan masyarakat atau kebutuhan organisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan berkualitas.

e. Lakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan dan organisasi/badan/atau Profesi yang berkaitan dengan pengembangan skema sertifikasi untuk menggali informasi yang diperlukan untuk pengembangan skema sertifikasi.
2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi

Lengkapi elemen-elemen struktur skema sertifikasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Justifikasi; tuliskan landasan hukum atau latar belakang perlunya sertifikasi kompetensi pada bidang dan sub sub bidang urusan yang disusun skema sertifikasinya.

b. Tujuan; uraikan tujuan ditetapkannya skema sertifikasi kompetensi bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;

c. Ruang Lingkup; jelaskan bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan skema sertifikasi kompetensinya;

d. Organisasi Pengusul, jelaskan unit kerja atau komisi yang mengusulkan skema sertifikasi kompetensi;

e. Level kualifikasi; jelaskan tentang standar kompetensi yang digunakan, paket-paket unit kompetensi yang harus dikuasai  agar memenuhi syarat memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan jenjang KKNIPDN, Okupasi atau Klaster Kompetensi; serta persyaratan dasar yang harus dipenuhi dan proses asesmen dalam sertifikasi;

f. Permohonan sertifikasi; jelaskan proses mendapatkan sertifikat kompetensi, persyaratan dasar peserta uji kompetensi, metode penilaian (assessment), Standar Kompetensi yang digunakan 

g. Keputusan sertifikasi, jelaskan tatacara pengambilan keputusan sertifikasi berdasarkan informasi yang diperoleh selama asesment; 

h. Program surveillance; jelaskan program pemantauan yang dilakukan untuk  pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 
i. Sertifikasi ulang; tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang beserta frekuensi dan cakupannya, sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.

j. Penggunaan sertifikat, jelaskan tentang jabatan kerja yang sesuai bagi pemegang sertifikat kompetensi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta kode etik yang harus dipatuhi oleh pemegang sertifikat kompetensi.
3. Validasi Rancangan Skema Ssertifikasi.

a. Lakukan evaluasi draft skema sertifikasi yang telah disusun untuk melihat kesesusian rancangan isi dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

b. Lakukan ujicoba penerapan draf skema sertifikasi kepada kelompok sasaran untuk memvalidasi kesesuaian skema dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi:
1) kemampuan telusur skema sertifikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) kesesuaian dan spesifikasi skema sertifikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) kontektualisasi Kriteria Unjuk Kerja, berdasarkan batasan variabel.

4) waktu untuk penerapan skema sertifikasi;

5) biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi.

c. kumpulkan dan analisis umpan balik dari para peserta uji coba untuk penyempurnaan skema sertifikasi;

d. perbaiki skema sertifikasi berdasarkan umpan balik dari peserta uji coba menjadi rancangan final skema sertifikasi kompetensi;

e. laporkan rancangan final skema sertifikasi kompetensi kepada ketua komisi sertifikasi kompetensi;

4. Penetapan Skema Sertifikasi
a. ketua komisi sertifikasi kompetensi mengundang anggota komisi standardisasi kompetensi untuk menyepakati rancangan final skema sertifikasi kompetensi;

b. Skema sertifikasi kompetensi yang sudah disepakati oleh anggota komisi sertifikasi ditetapkan oleh Ketua Skema Sertifikasi kompetensi atas nama Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

D. Pemberlakuan Skema Sertifikasi
1. Pemberlakuan skema sertifikasi terdiri atas pemberlakuan wajib (compulsary), disarankan (advisory), atau sukarela (voluntary). 

2. Pemberlakuan wajib dilakukan apabila berkaitan dengan kondisi keamanan, keselamatan dan/atau mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat serta untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan daya saing nasional dan secara langsung berpengaruh besar terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
3. Penerapan skema sertifikasi disarankan (advisory) dan sukarela (voluntary), diberlakukan untuk kondisi diluar keamanan, keselamatan dan/atau tidak mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat tetapi diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pemberlakuan skema sertifikasi wajib (compulsary), hanya diberlakukan untuk skema sertifikasi KKNIPDN, Kualifikasi Jabatan Nasional dan skema Profisiensi. Sedangkan Penerapan skema sertifikasi disarankan (advisory) dan sukarela (voluntary) diberlakukan untuk skema klaster/kelompok  atau skema unit kompetensi.
5. Menteri menetapkan pemberlakukan skema sertifikasi kompetensi yang bersifat wajib secara nasional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan pemberlakuan  skema sertifikasi disarankan (advisory) dan sukarela (voluntary) di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
A. Umum

Berdasarkan tujuan diselenggarakannya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui diklat, maka diklat-diklat yang dilaksanakan sebagai bagian dari instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintahan  daerah, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem diklat berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. berorientasi pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, 

2. mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan karier aparatur;

3. berbasis pada kompetensi kerja penyelenggaraan pemerintahan;

4. tanggung jawab bersama antara aparatur, pemerintah, dan masyarakat;

5. bagian dari pengembangan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan; dan

6. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

B. Tingkatan Program Diklat  

Program Diklat berbasis kompetensi  dapat dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu:

1. Program Diklat pada tingkatan Sistem, dilaksanakan dalam rangka menyediakan jenis-jenis diklat berbasis kompetensi yang terstandar dan mampu telusur dengan sistem manajemen nasional untuk setiap fungsi kerja pada bidang dan sub bidang urusan pemerintahan berdasarkan skema sertifikasi kompetensi yang ditetapkan  secara nasional.

2. Program Diklat pada tingkatan organisasi; dilaksanakan untuk menyediakan jenis-jenis diklat yang spesifik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi pemerintahan, baik yang sudah disusun skema sertifikasinya maupun belum ada skema sertifikasi;

3. Program Diklat pada tingkatan Individu  dilaksanakan  untuk menyediakan program peningkatan kompetensi bagi setiap pegawai guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan/pekerjaannya.

Pengembangan program Diklat berbasis kompetensi  pada semua tingkatan di atas, mengikuti proses manajemen diklat secara umum, yang meliputi (1) Analisis kebutuhan diklat, (2) Penetapan tujuan diklat; (3) Pengembangan disain pembelajaran; (4) Pelaksanaan uji coba Diklat; (5) Penyempurnaan program diklat; dan (6) Standardisasi Diklat berbasis kompetensi, sebagaimana penjelasan lebih lanjut.
C. Tim Pengembangan Program Diklat
1. Untuk kelancaran pengembangan program diklat, Menteri membentuk Tim Pengembangan Program Diklat berbasis Kompetensi pada tingkatan sistem untuk masing-masing Bidang, Sub Bidang dan Sub Sub Bidang Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

2. Pembentukan Tim Pengembangan Program Diklat berbasis Kompetensi dilakukan oleh pejabat eselon I atas nama Menteri yang keanggotaannya terdiri atas unsur Badan Diklat, Komponen penanggung  jawab urusan pemerintahan, pengguna terkait, pakar, praktisi dan/atau tenaga ahli sesuai bidang urusan pemerintahan.

3. Susunan Tim Pengembangan Program Diklat berbasis Kompetensi, terdiri:

a. Seorang Pembina

b. Seorang Pengarah

c. Seorang Ketua 

d. Seorang Sekretaris  
e. Paling kurang 5 (lima) orang tim ahli, yang terdiri dari:

1) Ahli Substansi, sesuai bidang, sub bidang dan sub-sub bidang yang akan disusun program diklatnya;

2) Ahli disain pembelajaran (learning specialist).;
3) Ahli perancang program pelatihan;

4) Ahli perancang kurikulum (curriculum designer)
5) Editor
f. Paling banyak 3 (tiga) orang staf sekretariat.

D. Prosedur Pengembangan Program Diklat Berbasis Kompetensi
1. Identifikasi Kebutuhan Diklat  

a. Tentukan tingkatan identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan, yaitu tingkatan sistem, organisasi atau individu.

b. Laksanakan langkah-langkah identifikasi kebutuhan diklat sesuai dengan tingkatan program diklat, dengan rincian sebagai berikut:
1) Untuk bidang dan sub bidang urusan pemerintahan yang telah disusun KKNIPDN dan SK3APDN, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Lakukan pemetaan fungsi kerja untuk menemukan fungsi dasar dari setiap bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan dengan menggunakan analisis fungsi kerja RMCS;

b) Identifikasi standar kompetensi yang relevan dan sah untuk setiap fungsi dasar dari setiap bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan yang akan disusun program diklatnya;

c) Identifikasi skema sertifikasi setiap bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan yang akan disusun program diklatnya; 

2) Untuk bidang dan sub bidang urusan pemerintahan yang belum disusun KKNIPDN dan SK3APDN atau untuk analisis kebutuhan diklat pada level organisasi, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Lakukan analisis tugas unit organisasi yang akan disusun program diklatnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Pilih nama jabatan;

(2) Tuliskan semua uraian tugas yang terdapat dalam jabatan;

(3) Tuliskan rincian kegiatan dari setiap tugas;

(4) Tentukan kebutuhan kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) dalam melaksanakan tugas;

(5) Lengkapi komponen-komponen analisis tugas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Lakukan pemetaan kompetensi para pegawai yang melaksanakan tugas/jabatan tersebut;

c) Analisis hasil pemetaan kompetensi tersebut untuk menemukan kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai;

d) Tentukan unit-unit kompetensi yang harus dipelajari sebagai kebutuhan diklat berdasarkan kesenjangan kompetensi tersebut.

3) Penentuan kebutuhan diklat pada tingkatan individu dilakukan dengan membandingkan kompetensi individu pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

c. Lakukan rekapitulasi unit-unit kompetensi yang akan dipelajari dalam program diklat yang akan disusun. 

2. Penyusunan Kurikulum 

a. Tentukan unit-unit kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang harus dikuasai calon peserta  diklat berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diklat.

b. Identifikasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku yang diperlukan pada setiap unit kompetensi.

c. Analisis kebutuhan waktu pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan prilaku yang dibutuhkan pada setiap unit kompetensi yang didasarkan pada lama waktu peserta dapat menguasai kompetensi dari setiap unit kompetensi yang telah ditetapkan.

d. Tuangkan unit-unit kompetensi tersebut menjadi Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi dengan menggunakan Matrik Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi sebagaimana butir VII.3. 

e. Lengkapi keseluruhan bagian-bagian kurikulum berbasis kompetensi.
3. Pengembangan Silabus 

a. Transformasikan bagian-bagian Standar kompetensi menjadi komponen-komponen materi diklat dengan menggunakan Matrik Transformasi Standar Kompetensi ke Program Diklat, sebagaimana butir VII.4.

b. Identifikasi dan analisis indikator-Indikator pencapaian kompetensi dari masing-masing Kriteria Unjuk Kerja (KUK).

c. Identifikasi dan analisis kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan judul Unit Kompetensi, Elemen Kompetensi, dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) serta kaitannya dengan SOP tempat kerja, sistem manajemen dan standar pelayanan pemerintahan.

d. Tentukan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan kompetensi setiap KUK, potensi calon peserta diklat; relevansi dengan karakteristik daerah, serta aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;

e. Tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam Matriks Pengembangan Silabus sebagaimana butir VII.5.
f.  Kembangkan rencana pencapaian tujuan pembelajaran (learning outcome) berdasarkan rumusan silabus yang selanjutnya ditetapkan dalam strategi pembelajaran yang mencakup:
1) kegiatan pembelajaran Teori (T) dan/atau Praktek (P), serta sumber pembelajarannya;

2) metode dan media pembelajaran yang dibutuhkan; dan

3) jumlah jam pelatihan yang dibutuhkan; sebagai prediksi  yang didasarkan pada kualifikasi peserta  dalam pencapaian tujuan pembelajaran/kompetensi dari setiap KUK dari unit kompetensi yang ditetapkan.

g. Tuangkan rumusan rencana pencapaian tujuan pembelajaran kedalam Matrik Strategi Pembelajaran sebagaimana butir VII.6.

4. Penyusunan Modul

a. Identifikasi kurikulum dan silabus yang akan disusun modulnya; 

b. Uraikan pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilengkapi dengan langkah-langkah/proses, bahan bacaan atau uraian materi, petunjuk penugasan, diskusi, studi kasus, latihan-latihan, dan evaluasi. 

c. Lengkapi komponen-komponen modul dengan menggunakan Format Modul Diklat Berbasis Kompetensi sebagaimana butir VII.7.

d. Lakukan rapat pembahasan modul dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tim ahli untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

5. Ujicoba Diklat 
a. Tentukan waktu dan tempat untuk uji coba diklat;

b. Seleksi dan undang calon peserta uji coba diklat yang memiliki karakteristik yang sama dengan peserta pada diklat yang sesungguhnya. 

c. Laksanakan uji coba berdasarkan kurikulum dan disain program yang telah disusun, dengan cara:
1) Terapkan rencana, metode, desain pembelajaran, dan hal lainnya sesuai desain yang ada. 

2) Gunakan materi pendukung yang telah didesain untuk pelaksanaan diklat;

3) Buat catatan harian terhadap penyesuaian yang mungkin perlu dilakukan selama ujicoba diklat;
d. Kumpulkan umpan balik dari peserta dan pengajar pada setiap akhir sesi atau materi diklat;

6. Evaluasi dan Penyempurnaan Diklat

a. Analisis masukan dan perbaikan-perbaikan yang diperoleh selama ujicoba diklat;

b. Lakukan penyempurnaan program diklat berdasarkan masukan dari proses ujicoba diklat.

7.  Standardisasi Program Diklat

a. Tuliskan Judul diklat sesuai nama program diklat yang disusun; 

b. Susun Kode Program Diklat dalam bentuk angka digit yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara rumpun diklat, jenis diklat, jenjang diklat, jenjang kualifikasi dan versi diklat;

c. Identifikasi Jenjang Diklat yang menunjukkan target peserta diklat, tingkat kesulitan materi diklat atau tingkatan lulusan yang dihasilkan dari suatu program diklat yang didasarkan pada skema sertifikasi yang dipilih;

d. Tuliskan tujuan diklat yang menguraikan tentang sejumlah kompetensi yang harus dicapai peserta diklat sejak awal sampai dengan akhir proses diklat;

e. Jelaskan Unit Kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang ingin dicapai dalam suatu program diklat dengan mengacu pada SKK3APDN  yang sesuai kebutuhan organisasi;

f. Sebutkan lama Diklat yang mencerminkan jumlah jam pelatihan dari seluruh unit-unit kompetensi yang tercantum dalam kurikulum;

g. Uraikan persyaratan peserta Diklat yang merupakan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon peserta ntuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan diklat secara efektif dan efisien;

h. Uraikan persyaratan tenaga pengajar yang menjelaskan persyaratan-persyaratan spesifik yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar dalam diklat berbasis kompetensi, sehingga  peserta diklat tidak hanya memperoleh  pengetahuan tetapi juga  keterampilan dan  gambaran sikap kerja  dalam melaksanakan pekerjaan;

i. Uraikan fasilitas Diklat yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan diklat dan pencapaian tujuan pembelajaran serta kompetensi yang diharapkan dari peserta diklat;
j. Lengkapi standardisasi  program Diklat berbasis kompetensi dengan berpedoman pada Matrik Standardisasi Program Diklat Berbasis Kompetensi sebagaimana butir VII.8.
8. Pembakuan Program Diklat

a. Susun rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Diklat dengan sistematika sebagaimana butir VII.9.
b. Lakukan pembahasan rancangan pedoman diklat dengan melibatkan pemangku kepentingan; 

c. Lakukan rapat finalisasi rancangan pedoman diklat dengan melibatkan pemangku kepentingan, menjadi rancangan final pedoman diklat; 

d. Ajukan pedoman diklat kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Pedoman diklat.



VI. SERTIFIKASI DAN UJI KOMPETENSI KERJA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 
A. Tujuan dan Manfaat 
1. Meyakinkan masyarakat sebagai penerima layanan, bahwa penyelenggaraan bidang dan sub bidang urusan pemerintahan telah dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
2. Membantu proses pengembangan aparatur berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem kepegawaian menuju efisiensi nasional.

3. Memastikan dan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja instansi pemerintah.

4. Membantu memastikan tercapainya efisiensi pengembangan program diklat dengan memastikan tercapainya hasil diklat yang profesional.

5. Membantu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dalam sistem penilaian (assessment) baik formatif, sumatif, dan holistik yang dapat memastikan  pemeliharaan kompetensi peserta diklat.
B. Ruang Lingkup LSP-Pemda
Berdasarkan ruang lingkup pelayanan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) yang terbatas pada jejaring kelembagaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka kelembagaan sertifkasi adalah LSP pihak kedua (pihak kedua = second party).
C. Kelembagaan LSP-Pemda  

1. Persyaratan Umum
a. Kebijakan, prosedur, dan administrasi Lembaga Sertifikasi disusun untuk menjamin terselenggaranya sertifikasi secara jujur, objektif dan proporsional terhadap seluruh calon peserta yang  memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
b. LSPP-Pemda, menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan atau pencabutan sertifikat  serta perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan. 

2. Persyaratan Khusus: 

a. Independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan jabatan yang disertifikasi; 

b. Bertanggung jawab atas keputusan yang  berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan sertifikat kompetensi;

c. Bertanggung jawab atas perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi bidang dan sub bidang urusan pemerintahan yang diajukan; dan 

d. Menetapkan personil yang bertanggung jawab secara menyeluruh untuk: 
1) Evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan kompetensi dan dokumen lain yang relevan;
2) Perumusan kebijakan operasional LSP-Pemda, yang berkaitan dengan sertifikasi aparatur;

3) Keputusan sertifikasi; dan

4) Penerapan kebijakan dan prosedur sertifikasi.

e. Memiliki sumber keuangan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk operasional sistem sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul. 

3. Pembentukan LSP PEMDA
a. LSP-Pemda dibentuk dengan Keputusan Menteri;

b. Cabang LSP-Pemda Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibawah binaan Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

4. Struktur Organisasi LSP Pemda:

a. LSP-Pemda adalah unit non struktural yang berada di bawah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;

b. Organisasi LSP-Pemda dan LSP Pemda Cabang Provinsi, minimal terdiri dari:

1) Kepala LSP Pemda 
a) Kepala LSP-Pemda bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. 
b) Kepala LSP Pemda Cabang Provinsi bertanggung Jawab kepada Kepala unit kerja yang bertangungjawab di bidang pengembangan SDM Aparatur Provinsi.

2) Manajer teknis sertifikasi, yang mempunyai tugas:

a) Memfasilitasi penyusunan Materi Uji Kompetensi dan kualifikasi;

b) Melaksanakan kegiatan penilaian (assessment);
c) Melaksanakan verifikasi TUK pada Pemerintah Kabupaten/ Kota  atau organisasi kliennya; dan
d) Mengembangkan skema sertifikasi.

3) Bagian Manajemen Mutu yang mempunyai tugas:
a) Mengembangkan, menerapkan sistem manajemen mutu LSP-Pemda sesuai dengan ketentuan tentang Persyaratan LSP Pihak ke-2;

b) Memelihara berlangsungnya sistem manajemen mutu agar tetap sesuai dengan standar dan Pedoman yang ditetapkan;

c) Melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen LSP-Pemda;

d) Memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP-Pemda guna terselenggarannya program sertifikasi aparatur; dan

e) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP-Pemda.

D. Asesor Kompetensi dan Asesor Lisensi
1. Persyaratan Asesor Kompetensi

a. Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan LSP-Pemda berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya. 

b. Dalam proses pemilihan asesor kompetensi yang ditugaskan untuk suatu uji kompetensi atau bagian dari suatu asemen kompetensi, harus dijamin bahwa asesor kompetensi tersebut minimal: 
1) mengerti skema sertifikasi yang relevan; 

2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode penilaian yang relevan; 

3) memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji; dan

4) Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. 
2. Persyaratan Asesor Lisensi
a. Asesor lisensi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan LSP-Pemda berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku dan dokumen relevan lainnya. 

b. Dalam proses pemilihan asesor lisensi yang ditugaskan untuk suatu audit internal harus dijamin bahwa asesor lisensi tersebut minimal: 
1) Mengerti sistem lisensi dan skema sertifikasi yang relevan; 

2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknik penilaian sistem mutu LSP-Pemda; 

3) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Sistem Manajemen LSP-Pemda; dan

4) Bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian secara independen, tidak memihak/tidak diskriminatif. 

c. Apabila dalam penugasan seseorang asesor kompetensi atau asesor lisensi mempunyai potensi konflik kepentingan dalam penilaian dengan calon, LSP-Pemda harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin tidak ada kompromi terkait kerahasiaan dan kenetralan ujian. 
3. Dokumentasi Kegiatan Asesor  Kompetensi dan Asesor Liseni

a. Untuk menjawab ketelusuran dan pemeliharaan kompetensi harus dilakukan perekaman kegiatan asesor kompetensi dan aseor lisensi. 

b. Perekaman dilakukan sejak asesor kompetensi dan asesor lisensi menyelesaikan pelatihan Asesor Kompetensi sebagai dokumen rekaman penyelenggaraan proses “pemagangan” dan perpanjangan sertifikasi kompetensi.

c. Perekaman kegiatan Aseor Kompetensi dan Asesor Lisensi dilakukan dengan dokumen rekaman kinerja Asesmen Asesor sebagaimana butir VII.10 dan rekaman kinerja Diklat Asesor sebagaimana butir VII.11.
d. LSP-Pemda harus membuat dan memelihara dokumentasi kualifikasi setiap personil yang terlibat dalam proses sertifikasi. Informasi tersebut harus mencakup: 
1) Nama dan alamat; 

2) Organisasi dan jabatan; 

3) Pendiklatan, jenis dan status personil; 

4) Pengalaman dan diklat yang relevan dengan bidang tugasnya; 

5) Tanggung jawab dan kewajibannya dalam Lembaga Sertifikasi; 

6) Penilaian kinerja; dan

7) Tanggal pemuktakhiran rekaman.

E. Tempat Uji Kompetensi
1. Tempat Uji Kompetensi di Tempat Kerja
a. Persyaratan dasar:
1) dibentuk pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mengoperasikan sistem kerja yang baik (good practices), dan kegiatan yang sesuai dengan kriteria unit kompetensi atau kualifikasi yang akan diujikan kompetensinya.

2) Sistem pengelolaan TUK pada saat digunakan untuk uji kompetensi dilakukan oleh LSP yang dituangkan dalam dokumen prosedur.

3) memiliki personil minimal 1 orang yang memahami skema sertifikasi dan uji kompetensi sesuai dengan SKKNI.

4) memiliki sarana dan alat kerja yang dibutuhkan untuk uji kompetensi sesuai SK3APDN yang akan diuji kompetensinya.

5) memiliki perangkat kerja yang meliputi SK3APDN sesuai ruang lingkup TUK dan Pedoman pelaksanaan sertifikasi bidang dan sub bidang urusan pemerintahan terkait.

b. Tata cara pembentukan:

1) Pimpinan unit kerja atas nama Kepala Daerah mengajukan permohonan menjadi TUK yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pemda, dengan melampirkan bukti sesuai dengan persyaratan dasar TUK.

2) LSP Pemda menetapkan Asesor Lisensi untuk melakukan Verifikasi TUK tempat kerja dengan surat keputusan penetapan verifikasi oleh LSP. 

3) Asesor lisensi dari LSP melakukan penilaian terhadap kelayakan pembentukan TUK di tempat kerja, dengan menilai aspek organisasi, sistem kesesuaian dokumen serta kesesuaiannya terhadap pelaksanaan. Penilaian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 
a) Tahap pertama, melakukan “adequacy audit” atau audit kecukupan guna menilai aspek organisasi dan sistem  melalui penilaian (assessment) kesesuaian dokumen terhadap persyaratan pedoman BNSP dan pedoman LSP-Pemda, serta konfirmasi dukungan pihak terkait; dan
b) Tahap kedua, penilaian (assessment) kesesuaian pelaksanaan terhadap dokumen dan sistem.
4) Hasil verifikasi disampaikan kepada pimpinan LSP Pemda; 
5) Pimpinan LSP Pemda mengajukan usulan penetapan Tempat Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;

6) Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri menetapkan Tempat Uji Kompetensi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2. Tempat Uji Kompetensi di Lembaga Diklat 

a. Persyaratan dasar:

1) Dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

2) Memiliki organisasi dan fasilitas tempat kerja yang permanen dan operasional; 

3) Memiliki personil inti yang terhindar dari pertentangan kepentingan;  

4) Kredibel dan memuaskan pelanggan, pihak yang berwenang, atau organisasi yang memberikan pengakuan; 

5) Mempunyai kebijakan dan prosedur yang menyatakan komitmen untuk mengikuti, menerapkan persyaratan khusus sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh LSP-Pemda.

b. 
Struktur Organisasi:

1) Struktur organisasi tempat uji  kompetensi harus memiliki kepala TUK, pelaksana teknik operasional dan pelaksana pengendali mutu yang menjamin kesesuaian manajemen yang berkesinambungan.

2) Kepala TUK mempunyai tugas:
a) melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi/ penilaian (assessment) kompetensi;

b) menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan tempat kerja sesuai pedoman BNSP dan pedoman-pedoman dari LSP-Pemda; dan

c) menyiapkan rencana program dan anggaran pelaksanaan uji kompetensi. 

3) Bidang teknis uji mempunyai tugas:

a) menyiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi;

b) memfasilitasi proses Uji Kompetensi; dan

c) menyiapkan asesor pendamping terhadap proses uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor inti dari LSP-Pemda.
4) Bagian manajemen mutu mempunyai tugas:

a) menerapkan sistem manajemen mutu TUK;

b) memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku; dan

c) melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK.

5) Bagian Administrasi mempunyai tugas:

a) memfasilitasi unsur-unsur organisasi TUK guna terselenggaranya program uji kompetensi; dan

b) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi TUK.
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang TUK

a. Fungsi TUK adalah sebagai tempat penyelenggaraan penilaian (assessment)/uji kompetensi, dan  melakukan pemeliharaan serta evaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi.

b. Tugas TUK:
1) membuat usulan Materi Uji Kompetensi kepada LSP-Pemda;

2) menyiapkan tempat uji kompetensi yang sesuai tempat kerja;

3) mengkoordinasikan persyaratan administratif untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi termasuk pengusulan penugasan asesor;

4) melakukan penerimaan pendaftaran calon peserta uji kompetensi untuk disampaikan kepada LSP-Pemda; dan

5) mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK.

c. Wewenang TUK:
1) mengusulkan kebutuhan biaya pelaksanaan uji kompetensi di TUK kepada LSP-Pemda;

2) mempromosikan uji kompetensi di wilayah kerjanya;

3) mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang diverifikasi; dan

4) mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.

4. Sarana dan Prasarana TUK

a. memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan untuk diverifikasi menjadi bagian dari tim asesor LSP-Pemda.

b. memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan. 

c. memiliki perangkat kerja berupa Standar kompetensi sesuai lingkup layanannya dan Pedoman pelaksanaan sertifikasi termasuk tata cara penyiapan TUK.
d. Memiliki Peralatan yang  mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan dan sesuai dengan spesifikasi yang relevan. Peralatan ini harus dipelihara kondisinya dan dijaga keamanannya dari pengaturan perangkat yang akan mengakibatkan ketidak-absahan hasil pengujian.
5. Persyaratan Manajemen TUK
a. TUK menyusun dan menetapkan Sistem Jaminan Mutu melalui penetapan Standar Prosedur Operasi TUK;

b. TUK melakukan pengendalian Dokumen dan rekaman, dengan cara:

1) Dokumen SOP/sistem mutu dan rekaman diidentifikasi secara unik,

2) Dokumen yang diterbitkan harus ditinjau dan disetujui oleh personil yang berwenang  sebelum diterbitkan,

3) Dokumen dikaji ulang secara berkala, 

4) Rekaman mutu harus mudah didapat bila diperlukan;

5) Waktu penyimpanan rekaman harus ditetapkan. 

c. TUK melaksanakan audit internal secara periodik untuk memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatannya terhadap persyaratan. Program audit internal mencakup semua unsur sistem mutu/SOP dan dilaksanakan oleh personil yang terlatih. Bidang kegiatan  yang diaudit, temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan harus direkam. Temuan audit ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan pada waktunya.
d. Kaji ulang manajemen TUK harus dilakukan secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Temuan kaji ulang manajemen dan tindakan yang dilakukan harus direkam. 
6. Pengawasan TUK

a. TUK wajib membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-Pemda.

b. Laporan mencakup jumlah peserta uji kompetensi, unit kompetensi dan kualifikasi, masalah-masalah keluhan pelanggan serta usulan perbaikan.

c. LSP melakukan surveilan terhadap TUK.

7. Sanksi TUK

a. LSP berwenang menjatuhkan sanksi kepada TUK berstatus verifikasi yang gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Proses pengenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga yang diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan.

c. Bentuk sanksi yang diberikan berupa Pemberhentian sementara kegiatan  TUK dan Pencabutan Status TUK yang diverifikasi. 

F. Proses Sertifikasi
1. Permohonan 
a. LSP Pemda menerima permohonan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup bidang dan sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri;

b. Berdasarkan  permohonan, LSP-Pemda  memberikan uraian rinci tentang proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi, serta memberikan dokumen yang  berisikan persyaratan sertifikasi, hak-hak pemohon sertifikasi  dan  kewajiban pemohon sertifikasi serta  kode etik profesi. 

2. Evaluasi
a. LSP-Pemda harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa: 
1) LSP-Pemda mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan; 

2) LSP-Pemda menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon (seperti keterbatasan dalam  bahasa dan/atau ketidakmampuan ((disabilities)) lainnya); dan
3) Pemohon mempunyai pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang disyaratkan dalam skema sertifikasi. 
b. LSP-Pemda harus menguji kompetensi profesi berdasarkan persyaratan skema sertifikasi melalui satu atau lebih metode pengujian seperti ujian tertulis, lisan/wawancara, praktek/ simulasi dan pengamatan.

c. Uji kompetensi harus direncanakan dan disusun secara objektif, sistematis dan terdokumentasi.

d. LSP-Pemda harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil evaluasi didokumentasikan secara tepat. 
3. Keputusan Sertifikasi 

a. Keputusan kompeten atau belum kompeten seorang calon ditetapkan  oleh LSP-Pemda harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 

b. LSP-Pemda wajib memberikan sertifikat kompetensi kepada semua aparatur yang telah lulus uji kompetensi dan memelihara kompetensi pemilik sertifikat. 

c. Sertifikat kompetensi kerja bidang pemerintahan dalam negeri ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan Kementerian Dal;am Negeri bersama Direktur Jenderal yang menangani urusan pemerintahan, atas usulan LSP Pemda.

4. Survailen 

a. LSP-Pemda wajib  menetapkan peninjauan ulang (surveillance) untuk memantau pemenuhan kualifikasi profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi.

b. LSP-Pemda harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi melalui surveilan sesuai dengan skema sertifikasi yang menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi Personel yang disertifikasi. 
5. Sertifikasi ulang 

a. LSP-Pemda harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 

b. LSP-Pemda harus memiliki prosedur dan aturan untuk sertifikasi ulang sesuai dengan skema sertifikasi. 




G. Harmonisasi Sertifikasi
1. Harmonisasi sertifikasi ditujukan untuk keperluan pengakuan (recognition) kompetensi antar Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan, dengan prinsip kesetaraan.
2. Harmonisasi sertifikasi dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi, pengujian/penilaian (assessment) dan atau sertifikasi.

3. Harmonisasi sertifikasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri  berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi secara nasional dan tetap menjaga kesesuaiannya dengan  peraturan perundang-undangan.

4. Harmonisasi sertifikasi dengan negara-negara mitra kerjasama, baik regional, bilateral, maupun multilateral, harus dipastikan dilakukan dalam kerangka kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dan dilaksanakan untuk kepentingan nasional.

VII. INSTRUMEN IMPLEMENTASI SISTEM DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
1. FORMAT SK3APDN 
	Kode Unit
	

	Judul Unit
	

	Deskripsi Unit
	

	Elemen Kompetensi
	Kriteria Unjuk kerja

	
	1.1. 

	2.  
	2.1.  

	
	2.2. 

	BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)

	PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)

	KOMPETENSI KUNCI 

	NO
	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI
	TINGKAT

	1.
	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi
	

	2.
	Mengkomunikasikan ide dan informasi
	

	3.
	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
	

	4.
	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
	

	5.
	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
	

	6.
	Memecahkan masalah
	

	7.
	Menggunakan teknologi
	


2. CHEKLIST PENINJAUAN DAN TELAAHAN PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN SK3APDN  
Standar Kompetensi


: 

Pemangku Kepentingan

: 

Tanggal Pelaksanaan Verifikasi
: 

Tim verifikasi 



: 

	NO
	Kriteria
	Ke-cu-kup-an
	Re-le-vansi
	Vali-ditas
	Asepta-belitas
	Fleksibeli-tas
	Ke-mam-pu telusur
	Ketidak-sesuaian PLOR

	I
	PROSES PERUMUSAN
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Perencanaan Penyusunan RSK3APDN
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tahap Penetapan RSK3APDN
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Hasil Riset
	
	
	
	
	
	
	

	II
	DOKUMEN STANDAR
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bab I Pendahuluan 

1) Latar Belakang

2) Tujuan
3) Pengertian

4) Penggunaan SK3APDN

5) Format Unit Kompetensi,

6) Hal penting yang bersifat informasi 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bab II batang tubuh  

1) Kodefikasi Profesi/ Pekerjaan, 

2) Peta Kompetensi;

3) Daftar Unit Kompetensi

4) Isi setiap unit kompetensi, meliputi:
	
	
	
	
	
	
	

	
	(a) Kode unit 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(b) Judul Unit Kompetensi 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(c) Diskripsi Unit Kompetensi
	
	
	
	
	
	
	

	
	(d) Elemen Kompetensi 
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	(e) Kriteria Unjuk Kerja
	
	
	
	
	
	
	

	
	(f) Batasan Variabel
	
	
	
	
	
	
	

	
	(g) Panduan Penilaian 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(h) Kompetensi Kunci
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bab III Penutup 

1) Uraian penutup  

2) Daftar referensi yang digunakan  

3) Daftar istilah (bersifat optional)
	
	
	
	
	
	
	

	III
	PENULISAN
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tata Bahasa
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pengetikan
	
	
	
	
	
	
	


3. Matriks Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi

	JUDUL KURIKULUM:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

I. Latar Belakang

A. Latar belakang diperlukannya pelatihan.

B. Filosofi yang menekankan pada hak-hak peserta.

II. Kompetensi yang akan dicapai.

III. Tujuan pelatihan yang menggambarkan kompetensi sumber daya manusia setelah pelatihan: 

A. Kompetensi Umum

B. Indikator Keberhasilan
IV. Peserta (Jumlah dan kriteria peserta).

V. Struktur program yang berisikan materi dan alokasi waktu, dengan rincian sebagai berikut:



	No.
	Kelompok Unit Kompetensi
	Kode Unit
	Jam Pelatihan

	
	
	
	Pengeta-huan
	Keteram-pilan
	Jlh

	A.
	KOMPETENSI UMUM

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
……. dst
	
	
	
	

	
	Jumlah I
	
	
	
	

	B.
	KOMPETENSI INTI

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

……. dst
	
	
	
	

	
	Jumlah II
	
	
	
	

	C.
	KOMPETENSI PILIHAN

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
……. dst
	
	
	
	

	
	Jumlah III
	
	
	
	

	
	Jumlah A s/d C
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	VII. Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) yang terdiri dari materi pembelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan sub pokok bahasan, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan alat bantu serta referensi.


	Judul Materi
	Wak-tu
	Tujuan Pembel-ajaran
	Pokok Bahasan
	Sub Pokok Bahasan
	Metode
	Media
	Alat Ban-tu
	Ref.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII. Evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.



	IX. Sertifikasi yang menjelaskan persyaratan untuk memperoleh sertifikat.



4. Transformasi Standar Kompetensi kedalam Program Diklat
	No.
	Standar Kompetensi
	Program Diklat

	1.
	Judul Unit Kompetensi
	Judul Materi Diklat

	2.
	Deskripsi Unit Kompetensi
	Deskripsi Singkat Materi Diklat

	3.
	Elemen Kompetensi
	Indikator Keberhasilan atau Pencapaian Hasil Pembelajaran

	4.
	Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
	Kriteria Evaluasi Hasil Pembelajaran/Penguasaan  Kompetensi  Peserta Diklat

	5.
	Batasan Variabel
	Kontekstualiasi Diklat  

	6.
	Panduan Penilaian
	Evaluasi 


5. Matriks Pengembangan Silabus

Unit Kompetensi 

:  

Kode Unit 


:  
Durasi Pembelajaran 
: 

	Elemen Kompetensi
	Kriteria Unjuk Kerja
	Materi Pelatihan
	Jam Pel 

	
	
	P
	K
	S
	P
	K

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:

P= Pengetahuan, 

K= Keterampilan, dan 

S=Sikap

6.  Matriks Strategi Pembelajaran

	No.
	Tujuan Pembel-ajaran
	Materi Diklat
	Metode Pembel-ajaran
	Media Pembel-ajaran
	Kegiatan/Alokasi Waktu

	
	
	
	
	
	Teori
	Praktek
	Jumlah

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan: 

1) Nomor urut 

2) Tujuan Pembelajaran berdasarkan Elemen Kompetensi yang terdapat dalam Unit Kompetensi

3) Materi Diklat  sesuai dengan yang tercantum pada Kurikulum

4) Mengacu pada Materi Diklat
5) Mengacu pada Metode Pembelajaran

6) Kegiatan teori (pengetahuan) dan praktek (keterampilan) serta perkiraan waktu pencapaian kompetensi.

7.  Format Modul Diklat berbasis Kompetensi
	Judul Modul:



	I
	Deskripsi Singkat

	II
	Tujuan Pembelajaran

	
	a. Kompetensi Dasar

	
	b. Indikator Keberhasilan

	III
	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

	IV
	Bahan Belajar
	

	V
	Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
	

	
	a.
	
	

	
	b.
	
	

	
	Dst.
	Catatan untuk Fasilitator:
	

	VI
	Uraian Materi
	
	

	VII
	Referensi
	
	

	VIII
	Lampiran:
	
	

	
	a. Lembar Kerja
	
	

	
	b. Informasi lainnya
	
	

	
	c. Standar Kompetensi Kerja
	


Penjelasan pengisian format

Judul modul: diisi dengan judul materi Diklat  
I.  Deskripsi singkat

Uraikan dengan singkat materi diklat yang akan disampaikan.

II. Tujuan pembelajaran

Tuliskan tujuan pembelajaran seperti pada GBPP. Tujuan pembelajaran dibagi dalam:

1. Kompetensi Dasar
2. Indikator Keberhasilan; sesuai dengan elemen kompetensi
III. Pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan

Tuliskan pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan seperti pada GBPP. Jumlah pokok bahasan sama dengan jumlah item pada kompetensi umum. Sedangkan jumlah sub pokok bahasan sama dengan indikator keberhasilan.
IV. Bahan Belajar

Tuliskan bahan-bahan yang dipergunakan untuk mempelajari materi. Bahan belajar dapat berupa: buku teks, modul, peraturan, standar, pedoman, dan bahan lain berisikan informasi yang terkait dengan materi.

V. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
1. Jabarkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.

2. Uraikan prosedur dengan metode yang akan digunakan menyampaikan materi setiap pokok dan sub pokok bahasan.

3. Gunakan metode yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada sesi tersebut. (bila diharapkan peserta mampu menerapkan, maka metode yang paling tepat adalah praktik. Praktik dapat dilakukan melalui simulasi, latihan, maupun studi kasus).

4. Pertimbangkan metode yang dapat senantiasa melibatkan secara aktif seluruh peserta dalam setiap proses. Metode sebaiknya berganti-ganti pada setiap sesi agar motivasi peserta tetap terjaga. 

5. Uraikan rencana penayangan film, peragaan yang sesuai dengan topik.

6. Tetapkan media dan alat bantu yang tepat disesuaikan dengan metode. 

7. Tuliskan tugas-tugas atau latihan/exercise yang harus diselesaikan oleh peserta latih.

8. Persiapkan bahan-bahan penugasan (tayangan, kasus, skenario permainan) dan lampirkan pada lembar kerja secara rinci.

9. Uraikan rencana evaluasi baik kuantitatif maupun kualitatif yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta latih juga untuk mengukur pencapaian kompetensi sesuai tujuan pembelajaran.

10. Sediakan format evaluasi yang digunakan.

11. Perhitungkan alokasi waktu yang digunakan setiap sesi hingga kompetensi yang diharapkan tercapai.

VI. Uraian materi

Uraikan secara spesifik materi dari masing-masing pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan.

VII. Referensi

Sebutkan buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam menyusun materi pelajaran dan yang digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari materi pembelajaran.

VIII. Lampiran

Terdiri dari:

a. Lembar Kerja

Sediakan lembar kerja bagi fasilitator dan peserta diklat. Lembar kerja memuat kegiatan fasilitator dan peserta diklat secara rinci berikut bahan tayangan, diskusi, bermain peran, simulasi, studi kasus dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat berupa kasus, ilustrasi, skenario, soal, pertanyaan, jawaban, dan sebagainya.

b. Informasi yang mendukung proses pembelajaran dan tidak disampaikan di bagian lain.
c.  Unit Kompetensi, lampirkan unit-unit kompetensi yang menjadi acuan penulisan modul.


8. Standardisasi  Program Diklat Berbasis Kompetensi 

	1.
	Judul Diklat
	:
	

	2.
	Kode Program
	:
	

	3.
	Jenjang Program Diklat
	:
	

	4.
	Tujuan Diklat
	:
	

	5.
	Unit Kompetensi 
	:
	

	6.
	Lama Diklat
	:
	

	7.
	Persyaratan Peserta Pelatihan
	:
	

	8.
	Persyaratan Tenaga Pengajar
	:
	

	9.
	Fasilitas Diklat
	:
	


Keterangan:

a. Judul Diklat: 

Judul diklat sesuai nama program diklat yang disusun 

b. Kode Program:

suatu kode dalam bentuk angka digit yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara rumpun diklat, jenis diklat, jenjang diklat, jenjang kualifikasi dan versi diklat.

	0
	0
	.
	0
	0
	.
	0
	0
	.
	0
	0
	.
	0
	0
	.
	0
	0

	(1)
	
	(2)
	
	(3)
	 
	(4)
	
	(5)
	.
	(6)

	Rumpun Diklat
	
	Jenis Diklat
	
	Jenjang Diklat
	.
	Skema sertifikasi
	
	Jenjang Kualifikasi
	.
	Versi


Keterangan:

a. Rumpun Diklat: 

Rumpun diklat (1), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Rumpun diklat merupakan kode rumpun-rumpun diklat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, apakah program diklat tersebut merupakan rumpun manajemen umum, rumpun diklat teknis substantif pemerintahan daerah, rumpun diklat fungsional binaan Kementerian Dalam Negeri ataupun rumpun diklat teknis binaan kementerian/lembaga lainnya. 
00 = Manajemen Umum

01 = Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

02 = Manajemen Keuangan Daerah

03 = Manajemen Pemerintahan 

04 = Manajemen Pembangunan Daerah

05 = Manajemen Administrasi Kependudukan

06 = Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

07 = Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa

08 = Manajemen Pembinaan Politik Dalam Negeri

09 = Manajemen Kediklatan Berbasis Kompetensi

10 = Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah

11 = Fungsional Pemadam Kebakaran

12 = Fungsional Polisi Pamong Praja

13 = Diklat binaan Kementerian/Lembaga lainnya.

b. Jenis Diklat: 

Jenis diklat (2), diisi dengan 2 digit angka yang menunjukkan program diklat tersebut berjenjang atau tidak berjenjang, dengan kode sebagai berikut: 

00 = Diklat tidak berjenjang  

01= Diklat berjenjang  

c. Jenjang Diklat: 

Jenjang diklat (3), diisi dengan 2 digit angka yang menunjukkan tingkatan atau jenjang lulusan yang dihasilkan oleh program diklat tersebut, yaitu sebagai operator, teknisi/analisis atau ahli, dengan kode sebagai berikut: 

01 = Operator

02 = Teknisi/Analis

03 = Ahli

d. Skema Sertifikasi: 

Skema sertifikasi (4), diisi dengan 2 digit angka yang menunjukkan skema sertifikasi yang digunakan dalam mengembangkan program diklat tersebut, yaitu skema KKNIPDN, Okupasi, Klaster Kompetensi, Profesiensi maupun Skema Unit Kompetensi, dengan kode sebagai berikut: 

01 = Skema Sertifikasi KKNIPDN

02 = Skema Sertifikasi Okupasi

03 = Skema Sertifikasi Klaster Kompetensi

04 = Skema Sertifikasi Profisiensi

05 = Skema Sertifikasi Unit Kompetensi

e. Jenjang Kualifikasi: 

Jenjang kualifikasi (5), diisi dengan 2 digit angka yang menunjukkan jenjang kualifikasi lulusan yang diharapkan berdasarkan jenjang KKNI, dengan kode sebagai berikut: 

01 = Jenjang Kualifikasi 1

02 = Jenjang Kualifikasi 2

03 = Jenjang Kualifikasi 3

04 = Jenjang Kualifikasi 4

05 = Jenjang Kualifikasi 5

06 = Jenjang Kualifikasi 6

07 = Jenjang Kualifikasi 7

08 = Jenjang Kualifikasi 8

09 = Jenjang Kualifikasi 9

f. Versi Program Diklat:

Versi diklat (5), diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan/penetapan program diklat, apakah program diklat tersebut disusun merupakan yang pertama kali, revisi dan atau seterusnya. 
c. Jenjang Diklat

Menunjukkan target peserta diklat, tingkat kesulitan materi diklat atau tingkatan lulusan yang dihasilkan dari suatu program diklat yang didasarkan pada skema sertifikasi yang dipilih. Jenjang diklat berdasarkan KKNIPDN adalah sebagai sebagai operator, teknisi/analisis atau ahli. 

d. Tujuan diklat

Menguraikan tentang sejumlah kompetensi yang harus dicapai peserta pelatihan selama sampai dengan akhir proses diklat. Uraian yang terdapat pada tujuan diklat pada dasarnya mengarah kepada pemenuhan persyaratan jabatan/pekerjaan yang ditetapkan oleh standar kompetensi, sehingga setelah selesai mengikuti program diklat, peserta pelatihan mampu mengisi jabatan/profil pekerjaan yang dibutuhkan.

e. Unit Kompetensi

Merupakan penjelasan tentang kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi pilihan yang ingin dicapai dalam suatu program diklat dengan mengacu pada SKKNI yang sesuai kebutuhan organisasi.


f. Lama Diklat

Merupakan jumlah jam pelatihan dari seluruh unit-unit kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Satu jam pelatihan teori dan praktik sama dengan 45 menit, jumlah jam tersebut sangat terkait dengan variasi yang ditetapkan pada tujuan diklat atau uraian silabus pada masing-masing mata diklat (unit kompetensi). Lama diklat ditentukan oleh :

a.
Kompleksitas pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai;

b.
Kedalaman pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai;

c.
Latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan, yaitu :

• Level kompetensi kunci yang dipersyaratkan

• Unit prasyarat yang dipersyaratkan dalam unit kompetensi

Dalam menentukan lamanya diklat dalam Diklat Berbasis Kompetensi, bukan pada lamanya waktu diklat tetapi  berorientasi pada output dan outcome (hasil) belajar, yang pelaksanaannya bergantung pada kecepatan dan keaktifan masing-masing peserta pelatihan dalam menyelesaikan unit kompentesi yang dipilih serta latar belakang peserta Diklat.

g. Persyaratan peserta Diklat

Merupakan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon peserta pelatihan, untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan diklat secara efektif dan efisien.

Persyaratan tersebut antara lain :

a.
Pendidikan

b.
Pelatihan 

c.
Pengalaman kerja

d.
Usia

e.
Jenis kelamin

f.
Kesehatan (fisik dan mental)

g.
Lulus tes kemampuan

Batasan persyaratan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) yang minimun harus diperhatikan dengan baik berdasarkan hasil tes kemampuan, dapat menentukan perencanaan kurikulum dan silabus diklat berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum  dan silabus didasarkan pada batasan kemampuan peserta diklat yang diukur dengan tes masuk program diklat berbasis kompetensi sesuai persyaratan yang ditetapkan. 




h. Persyaratan Tenaga Pengajar

Menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan spesifik yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar dalam diklat berbasis kompetensi, yang antara lain harus memiliki kompetensi sebagai  pembicara dan pemandu, sehingga  peserta diklat tidak hanya memperoleh  pengetahuan tetapi juga  keterampilan dan  gambaran sikap kerja  dalam melaksanakan pekerjaan. 

Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:

a.
memiliki kualifikasi Assesor dan/atau Master Assesor atau kualifikasi yang sejenis;

b.
memiliki sertifikat Training of Trainers (ToT) atau pendidikan yang sejenis,

c.
menguasai teknis substansi sesuai dengan nama dan jenjang Diklat yang akan diselenggarakan, 

d.
mampu berinovasi dan improvisasi dengan metode pembelajaran yang sesuai.

i. Fasilitas Diklat 

berbasis kompetensi berperan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan diklat dan pencapaian tujuan pembelajaran serta kompetensi yang diharapkan dari peserta diklat. Persyaratan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebagai berikut:

a. tempat penyelenggaraan diklat menunjukkan kondisi nyata dan mendukung  pekerjaan;

b. modul dan materi pelatihan,

c. media pembelajaran (audio video, komputer/LCD), da

d. alat dan bahan praktek.

9. Sistematika Pedoman Diklat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

2. Sasaran

D. Kompetensi

BAB II SPESIFIKASI DIKLAT DAN PESERTA
A. Kodifikasi Program Diklat

B. Jenjang Program Diklat 

C. Peserta
1. Persyaratan Peserta Untuk Setiap Jenjang Program

2. Prosedur Penetapan Peserta
3. Jumlah Peserta

BAB III  TENAGA KEDIKLATAN

A. Widyaiswara

B. Tenaga Administrasi/anggota panitia pelaksana

C. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah.

D. Tenaga Kediklatan Lainnya/Narasumber

BAB IV  METODE, SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

A. Metode

B. Sarana dan Prasarana Diklat

BAB V  PENYELENGGARAAN, EVALUASI,  KOORDINASI, STTPP DAN PEMBIAYAAN
A. Penyelenggaraan

1. Persiapan

2. Pelaksanaan

B. Evaluasi 

1. Evaluasi Peserta, widyaiswara/tenaga pengajar dan Penyelenggaraan Diklat

2. Tata Cara Evaluasi

C. Koordinasi Penyelenggaraan Diklat.

D. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

E.  Sertifikasi Kompetensi    

F. Pembiayaan

BAB VI PENUTUP
10. REKAMAN KINERJA ASESMEN ASESOR

	No
	TANG-GAL
	NAMA ASESI
	SKEMA SERTIFI-KASI
	TUK
	LEMBAGA PEMBERI TUGAS
	PENANGGUNG JAWAB ASESMEN/ ASESOR KOMPETENSI

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	


*LAMPIRKAN DOKUMEN/REKAMAN BUKTI KEGIATAN (SURAT TUGAS, BERITA ACARA KEGIATAN)
11. REKAMAN KINERJA DIKLAT  ASESOR

	No
	TANG-GAL
	NAMA PRO-GRAM
	PE-SERTA
	LOKASI
	LEMBAGA PENYE-LENG-GARA
	PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN/ ASESOR KOMPETENSI

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	


* LAMPIRKAN DOKUMEN/REKAMAN BUKTI KEGIATAN (SURAT TUGAS, BERITA ACARA KEGIATAN)
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